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BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Wilayah penelitian merupakan hal yang diperlukan untukmemberikan pendalaman 

pemahaman mengenai permasalahan yang akanditeliti lebih lanjut. Berikut ini akan diberikan 

gambaran mengenai wilayahKabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Arut Selatan. 

1. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat. 

a. Kondisi Geografis 

Secara administratif Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6( enam) Kecamatan 

dan 81 Desa serta 13 KeKepala Desaandengan lbukota berada di Pangkalan Bun. Wilayah 

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di bagian tenggara Provinsi Kalaimantan Tengah 

danberbatasan dengan : 

- Sebelah Barat : Kabupaten Sukamara 

- Sebelah Utara : Kabupaten Lamandau 

- Sebelah Timur : Kabupaten Seruyan 

- Sebelah Selatan: Laut Jawa 

Ditinjau secara letak geografis, wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terletak 

diantara 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' 

Bujur Timur. Mengenai kondisi tanah, sebagian berupa daerahpegunungan kapur dan 

perbukitan serta dataran dibagiantengahnya. 

b Kondisi Demografis 

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat mencapai 245.762jiwa pada tahun 

2011 yang terdiri dari 130.160 jiwa laki-laki danl15.6021 jiwa perempuan. Dengan laju 
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pertumbuhan penduduk (LPP)dari tahun 2006 hingga tahun 2011 sebesar 3,74 %. Diperlukan 

perhatian daripemerintah daerah dalam hal pengendalian jurnlah dan kepadatanpenduduk 

termasuk persebarannya berkaitan dengan fertilitaspenduduk baik menyangkut tingkat 

kelahiran dan kematian pendudukatau tingkat urbanisasi. 

c Pembagian Wilayah 

Luas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat lebih kurang 10.759Km2, terdiri dari 6 

Kecamatan yang meliputi 81 Desa dan 13Kelurahan dengan jumlah 37 dusun dan 793 RT. 

Untuk lebih jelasnya tentang luas dan pembagian wilayahdapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel4.1 

Nama kecamatan, Luas Wilayah, Jurnlah Desa, Jurnlah Dusun 

Di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 20012 

Kecamatan Luas Banyaknya 

Wilayah De sa Kelurahan Dusun 

l.Arut Selatan 2.400 13 7 5 

2.Arut Utara 2.685 10 I 2 

3.Kurnai 2.921 15 3 9 

4.Kotawaringin Lama 1.218 15 2 10 

5.Pangkalan Lada 229 II - 3 

6.Pangkalan Banteng 1.306 17 - 8 

Jumlah 10.759 81 13 37 

Sumber: LPPD kabupaten Kotawaringin Barat T. 2012 
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2. Gambaran Umum Kecamatan Arut Selatan 

a. Kondisi Geografis 

1 ). Letak dan Batas Wilayah 

Kecamatan Arut Selatan merupakan salah satu Kecamatandiantara 6 Kecamatan yang 

ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Batas Wilayah Kecamatan Arut 

Selatansebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara, bagianselatan berbatasan 

dengan Kecamatan Kumai, bagian baratberbatasan dengan Kecamatan Kumai, dan 

bagiantimur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lada dan Kabupaten Lamandau. 

Kecamatan Arut Selatan memiliki luas wilayah 2.400Km2 dan merupakan luas wilayah 

terbesar di KabupatenKotawaringin Barat. Kecamatan Arut Selatan terbagi atas 13 Desa dan 

7 Kelurahan. 

2). Tata Guna Tanah 

Dari hasil monografi Kecamatan diperoleh datamengenai pemanfaatan lahan di 

Kecamatan Arut Selatan sebagaiberikut : 
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No. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Tabel4.2 

Luas Wilayah Kecamatan Arut Selatan Menurut Peruntukan Tanah 

Tahun 2012 

De sa Peruntukan Tanah 

Pertanian Pertanian Non 

Sa wah Non Sawah Pertanian 

2 3 4 5 

Mendawai 450 500 45.950 

Mendawai Seberang 195 300 2.105 

Raja - - 150 

Sidorejo 75 150 375 

Madurejo 10 150 2.340 

Baru 300 210 340 

Raja Seberang 140 1.000 10.360 

Tanjung Putri 125 150 1.625 

Kumpai Batu Bawah 1.200 50 575 

Natai Raya 500 603 2.897 

Pasir Panjang - 500 15.700 

Rangda - 150 4.950 

Kenambui 100 300 4.600 

Runtu 200 1.600 48.800 

Urn pang - 400 60.500 

Natai Raya 7 175 538 

Medang Sari - 175 725 

NataiBaru 200 300 230 

Tanjung Terantang 500 100 525 

Sulung 50 275 26.675 

Jumlah 4.052 7.188 228.760 

Sumber: Ami Se/atan Dalam Angka 2011 
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46.900 

2.600 

150 

600 

2.600 

850 

11.500 

1.900 

1.825 

3.000 

16.200 

5.100 

5.000 

50.400 

60.900 

620 

900 

750 

I .125 

27.00 

240.000 
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Berdasarkan data pada Tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwaKecamatan Arut 

Selatan bukan merupakan lahan pertanian yang produktif karena91 ,41 % atau 228.760 

merupakan tanah kering. 

b. Kondisi Demografis. 

Dengan mengetahui letak wilayah Kecamatan Arut Selatan, makaakan lebih 

mempetjelas dan memahami situasi geografis masyarakatKecamatan Arut Selatan. 

Berdasarkan registrasi penduduk pada Tahun 2012jumlah penduduk Kecamatan Arut Selatan 

adalah sebesar 100.361 jiwa. Tabel4.5 berikut akan menjelaskan lebih lanjut kondisi jumlah 

pendudukKecamatan Arut Selatan. 
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No De sa 

1 2 

1 Mendawai 

2 Mendawai Seberang 

3 Raja 

4 Sidorejo 

5 Madurejo 

6 Baru 

7 Raja Seberang 

8 Tanjung Putri 

9 Kumpai Batu Bawah 

10 Natai Raya 

11 Pasir Panjang 

12 Rangda 

13 Kenambui 

14 Runtu 

15 Umpang 

16 Natai Raya 

17 Medang Sari 

18 NataiBaru 

19 Tanjung Terantang 

20 Sulung 

Jumlah 

Tabel4.5 

Jumlah penduduk menurut Jenis Kelamin 

Kecamatan Arut Selatan Tahun 2012 

Penduduk 

Lk. Pr. 

3 4 

6.185 5.947 

1.075 992 

3.417 3.172 

8.016 7.478 

8.076 7.588 

10.646 9.783 

930 839 

562 497 

985 893 

1.464 1.364 

4.401 4.167 

537 413 

303 304 

2.003 1.543 

486 378 

756 609 

660 565 

875 766 

394 348 

475 409 

52.246 48.115 

Sumber : Arut Se/atan Dalam Angka 2012 

Jumlah 

5 

12.132 

2.067 

6.589 

15.494 

15.664 

20.429 

1.769 

1.059 

1.878 

2.828 

8.568 

950 

607 

3.546 

868 

1.425 

1.225 

1.641 

742 

884 

100.361 

Dari Tabel 4.5 diketahui bahwa penduduk Kecamatan Arut Selatan lebihbanyak kaum laki­

laki, yaitu 52.246 jiwa atau 52,9 %. Sedangkan jumlahpenduduk terbanyak berada pada 

Kelurahan Baru, yaitu 20.429. 
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B. Gambaran Umum Kebijakan Alokasi Dana Desa 

Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut ADDadalah dana 

bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desadigunakan untuk meningkatkan 

sarana pelayanan masyarakat,kelembagaandan prasarana desa yang diperlukan serta 

diprioritaskan olehmasyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya 

dilakukandan dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa.Bantuan Langsung Alokasi Dana 

Desa (ADD) dimaksudkan sebagaibantuan stimulant atau dana perangsang untuk mendorong 

dalam membiayaiprogram pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya 

gotongroyong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan danpemberdayaan. 

Tujuan diberikannya Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD)antara lain meliputi: 

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakanpelayanan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat sesuai dengankewenangannya. 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalamperencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sertapartisipatif sesuai dengan potensi yang 

dimiliki. 

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatanberusaha bagi 

masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosialekonomi masyarakat. 

d. Menorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. 

Penggunaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) dibagimenjadi 2 (dua) komponen, 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Sebesar 40% dari besamya ADD yang diterima oleh masing-masing desa,digunakan 

untuk: 

1) Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa; 

2) Bantuan Tunjangan BPD; 

3) Biaya Operasional Sekretariat Pemerintah Desa; 

49 

16/42125.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



4) Biaya Operasional Sekretariat BadanPermusyawaratan Desa, digunakan untuk: 

I) Pengadaan A TK 

2) Biaya Rapat 

3) Perjalanan Dinas 

5) Bantuan Tunjangan Lembaga Kemasyarakatan Desa; 

6) Biaya Perjalanan Dinas; 

7) Biaya Operasinal Pemilihan Kepala De sa (Pilkades ); 

8) Biaya Perencanaan Bulan Bakti LKMD; 

9) Biaya Operasional PKK Desa, digunakan untuk kegiatan: 

(I) Sekretariat. 

(2) Bidang Pokja I 

(3) Bidang Pokja II 

( 4) Bidang Pokja III 

(5) Bidang Pokja IV. 

b. Sebesar 60 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa,digunakan 

untuk pelaksanaan pembangunan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai 

dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan sosial budaya 

sebagai dana stimulan.Biaya kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, 

diantaranyadigunakan untuk membangun Prasarana Desa, terdiri dari: 

I) Prasarana pemerintahan. 

2) Persarana perhubungan. 

3) Prasarana sosial. 

4) Prasarana produksi. 

5) Prasarana pemasaran. 
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Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) harusberpedoman pada prinsip­

prinsip pengelolaan, yang meliputi: 

a. Penyaluran dana hams langsung ditujukan kepada pengelola/penerima. 

b. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan hams dapat diketahui olehseluruh lapisan 

masyarakat dengan mudah dan terbuka. 

c. Seluruh kegiatan hams dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknismaupun 

administrasi. 

d. Pelaksanaan ADD hams sudah selesai pada akhir bulan Desember tahunanggaran yang 

sedang beijalan. 

e. Apabila sampai akhir bulan Desember bel urn dapat selesai atau belurnmencapai 100 % dan 

terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebutdikembalikanke Kas Daerah. 

f. Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapatdilestarikan serta 

dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 

Pengelola Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalahdilaksanakan oleh 

Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD, terdiri dari: 

a. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Kepala Desa. 

b. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa. 

c. Bendahara/Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan atauBendahara Desa. 

Apabila Kepala Desa dijabat oleh Sekretaris Desa, maka Sekretaris Desa 

yangbersangkutan menjadi Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, sedangkanPenanggung 

Jawab Administrasi Kegiatan dijabat oleh Kepala UrusanPembangunan Desa yang 

bersangkutan. 

Personalia Tim Pelaksana Bantuan Langsung ADD tersebut, secarateknis 

dalampelaksanaankegiatan fisik proyek ADD dibantu oleh LembagaKemasyarakatan Desa 
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(LPMD/TP, PKK, RT, RW, Lembaga lain yangdibutuhkan) yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Desa. 

Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan pengelolaan ADD dibentuk Tim 

Fasilitasi Tingkat Kabupaten dan Tim Pendamping Tingkat Kecamatan. Tim Fasilitasi 

Tingkat Kabupaten terdiri dari: 

a. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Ketua Tim. 

b. Kpala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Wakil Ketua. 

c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat 

sebagai Sekretaris Tim. 

d. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagai anggota Tim. 

e. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Anggota 

Tim. 

f. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai AnggotaTim. 

g. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Anggota Tim. 

h. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai Anggota Tim. 

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang 

ADD. 

b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan 

pelatihan/orientasi kepada Tim Pelaksana ADD di tingkat Desa. 

c. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah 

ditetapkan. 

d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama 

dengan Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan. 
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e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta 

pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas. 

f. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati. 

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Kecamatan, 

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Kepala Seksi Pemerintahan, UPTD Terkait, 

Tokoh Masyarakat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan StafKecamatan yang terkait, 

ditetapkan oleh Bupati atas usul Camat. 

Struktur Organisasi Personalia Pengelola/Tim Pelaksana ADD dapat dilihat dalam 

Gambar 4.1 berikut: 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Tim Plaksana ADD 

Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten 

Tim Pendamping Tingkat Kecamatan 

Tim Pelaksana Tingkat Desa 

Sumber: Juknis ADD Kabupaten Kotawaringin Barat, Tahun 2007 
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C. Penyajian dan Analisis Data 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pada sub bab ini akan 

disajikan hasil penelitian melalui hasil observasi, studi dokumentasi, dan wawancara 

langsung dengan informan yang telah dipilih. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

C.l. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). 

Secara umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah beijalan dengan baik. 

Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Arut Selatan masih terdapat 

kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan 

selama melaksanakan penelitian. 

C.I.a. Proses Implementasi Kebijakan 

1 ). Penyusunan Rencana Kegiatan. 

Rencana kegiatan Program ADD merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan 

Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Perencanaan 

Desa dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD). 

RPJMD merupakan perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD selanjutnya 

dijabarkan ke dalam Rencana Keija Pemerintah Desa (RKP Desa), yaitu berupa uraian 

kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Kegiatan pembangunan yang terdapat 

dalam RKP Desa dianggarkan keuangannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 

Semua desa yang terdapat di Kecamatan Arut Selatan sudah menyusun Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Desa. Apalagi APB Desa ini merupakan salah satu syarat untuk 

mendapatkan Program ADD. Hasil wawancara dengan Camat Arut Selatan terhadap 

penyusunan rencana kegiatan ADD sebagai berikut: 
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" Bagi Desa- desa di Kecamatan Arut Selatan , penyusunan rencana kegiatan ADD telah 

berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya APB DESA, hal ini dikarenakan APB DESA 

menjadi syarat pencairan ADD .............. " ( wawancara tanggal 14 April2013) 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala DesaNatai Raya yang menyatakan : 

" Di de sa kami APB DESA sudah tersusun dengan melibatkan 

masyarakat.. ........... "(wawancara tanggal 17 April 2013). 

Demikian juga Kasi Pembangunan Kecamatan Arut Selatanmembenarkan pernyataan 

di atas karena berdasarkan wawancaradengan peneliti menyampaikan : 

" Memang benar semua desa telah menyusun rencana kegiatanADD melalui APB 
DESA, bahkan telah menjadi syarat pencairanADD untuk tahap pertama selain harus 
memenuhi syaratlainnya ................ " ( wawancara tanggal 14 April2013). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa semua desa di 

Kecamatan Arut Selatan telah menyusun rencana kegiatan ADD melalui APB DESA. 

2). Pelaksanaan kegiatan ADD 

Kegiatan Program ADD di Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan yang 

ditunjuk oleh Kepala Desa. Tim Pelaksana Kegiatan terdiri dari warga masyarakat Desa yang 

mengerti dan memahami jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Termasuk pula bahwa Tim 

Pelaksana Kegiatan dapat memperhitungkan dan merencanakan kegiatan yang akan 

dilaksanakan. Sebagai contoh, apabila kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pembangunan 

sebuah bangunan, maka Tim Pelaksana Desa inilah yang membuat gambar rancangan 

bangunan tersebut, juga Tim ini pula yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

Sebenarnya kegiatan merancang dan membuat RAB merupakan pekerjaan yang 

dilaksnakan oleh para konsultan, namun karena terbatasnya sumber daya di Desa dan 

mahalnya biaya juka menggunakan jasa konsultan, maka Tim pelaksana Desa inilah yang 

melaksanakannya. 
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Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ADD, para informan memberikan pemyataan 

yang senada yaitu bahwa semua kegiatan ADD telah dilaksanakan semuanya. Hal ini sesuai 

dengan pemyataan Camat Arut Selatan sebagai berikut : 

" Menurut pengamatan kami semua kegiatan ADD di wilayah Kecamatan Arut 
Selatan telah betjalan dan dilaksanakan dengan baik, meskipun seringkali 
terlambat. ........... ( wawancara 
tanggal14 April2013). 

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Arut Selatan juga memberikan pernyataan 

yang mendukung Camat Arut Selatan sebagaiberikut pemyataannya : 

" pelaksanaan ADD tahun 2012 di wilayah Kecamatan Arut Selatan telah seratus 
persen selesai, ............ " (wawancara tanggal 14 April 2013). 

Demikian juga Kepala Desa Pasir Panjang memberikan pemyataan yang senada 

sebagai berikut : 

" Sudah semua mas, dan bisa dicek ke lapangan untuk membuktikan bahwa semua 
kegiatan ADD yang sudah terteradalam APB DESA itu sudah kami laksanakan 
semuanya ............. " 
(wawancara tanggal 30 April2013). 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pelaksanaan kegiatan ADD yang sudah direncanakan dalam APB DESA. Keterlambatan 

pelaksanaan kegiatan terkadang disebabkan oleh cuaca yang tidak sesuai, bahan peekeijaan 

belum didapatkan, atau bisa juga terhambat oleh penyelesaian administrasi yang harus 

diperbaiki dan memerlukan tambahan waktu untuk memperbaikinya. 

3). Pertanggungjawaban Kegiatan ADD. 

Dana Program ADD disalurkan secara bertahap. Terdapat tiga tahapan untuk 

penyalurannya. Tahap I sebesar 40% dari pagu yang tersedia, tahap II 30%, dan tahap III 

sebesar 30%. Alokasi Tahap I disalurkan setelah desa menyampaikan APB Desa tahun yang 

bersangkutan, Rencana Penggunaan Dana tahap I, dan Surat Pertanggungjawaban Tahap III 

tahun sebelumnya. 
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Penyaluran Tahap II dana ADD disyaratkan dengan penyampa1an Surat 

Pertanggungjawaban ADD Tahap I dan rencana penggunaan ADD Tahap II. Terakhir ADD 

Tahap III disalurkan setelah Desa menyampaikan Surat Pertanggungjawaban ADD Tahap II. 

Desa yang kegiatan berupa pembangunan bangunan diminta pula untuk melampirkan foto-

foto kegiatan. 

Hasil penelitian terhadap pertanggungjawaban kegiatan ADD terdapat kesamaan dari 

para informan, antara lain disampaikan oleh Camat Arut Selatan, sebagaimana pemyataan 

berikut: 

" Pertanggungjawaban kegiatan ADD dalam bentuk SPJ telah dibuat oleh tiap-tiap 
de sa, baik untuk pencairan termin pertarna maupun yang kedua .......... " ( wawancara 
tanggal 17 April 2013 ). 

Sedangkan Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan juga mendukung pemyataan Camat 

Arut Selatan, sebagai berikut : 

" Pencairan ADD tahap kedua maupun tahun depan selalu mensyaratkan dilampiri 
dengan SPJ, sehingga semua desa telah menyelesaikan SPJ nya meskipun sering 
terlambat dan perlu kami bimbing terns menerus ........... " ( wawancaratanggal 17 April 
2013 ). 

Kepala Desa Pasir Panjang saat ditemui oleh peneliti juga memberikan pemyataan 

yang senada dengan Camat dan Kasi PMD Kecamatan Arut Selatan, yaitu : 

" pasti mas kami buat SPJ ADD karena dipakai sebagai persyaratan untuk pencarran 
berikutnya ............. " ( wawancara tanggal 30 April2013 ). 

Berdasarkan hasiJ wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pertanggungjawaban kegiatan ADD, meskipun ada keterlambatan penyusunannya. 

Memperhatikan kesimpulan pada proses implementasi kebijakan di atas, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi kebijakan ADD di Kecamatan Arut Selatan 

telah beijalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan telah disusunnya rencana kegiatan 

ADD, adanya penyelesaian kegiatan ADD serta telah disusunnya pertanggungjawaban 

kegiatan ADD. 
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C.l.b. Pencapaian Hasil 

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian ADD,adalah : 

a. Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan desa dalam melaksanakan pelayanan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya. 

b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desadalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. 

c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi 

masyarakat desa dalam rangkapengembangan social ekonomi masyarakat. 

d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royongmasyarakat. 

Dari tujuan pemberian ADD di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan 

langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan 

dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan 

partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak 

langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan 

berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat. 

Dari basil penelitian terhadap pencapaian tujuan kebijakan, yaitu meningkatnya 

penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya 

kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatanpartisipasi swadaya gotong royong 

masyarakat, dapat diuraikan sebagai berikut: 

I). Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan kemasyarakatan. 
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Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraanpemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, terdapatbeberapa pemyataan yang senada antara 

informan satu dengan yang lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Arut Selatan dapatdiperoleh informasi 

bahwa ADD telah membantu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan, berikut penuturannya : 

" Kondisi desa-desa di Kecamatan Arut Selatan yang Pendapatan Aslinya sangat rendah 
sangat terbantu dengan adanya ADD sehingga dibandingkan sebelum adanya ADD terdapat 
peningkatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ............... " 
( Wawancara tanggal14 April2013 ). 

Demikian juga Kepala Desa Pasir Panjang memberikan pernyataan yang senada 

sebagai berikut : 

" Desa Pasir Panjang bisa membangun jalan antar Rukun Tetangga yang 
menghubungkan antar Rukun Tetangga dikarenakan adanya dana ADD .............. " ( 
wawancara tanggal30 April2013 ). 

Hal senada juga disampaikan oleh informan Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut 

Selatan dan sebagai berikut : 

" sekarang ini desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan dapat sedikit bemafas 
lega karena kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
kemasyarakatan dapat tercukupi dengan adanya ADD, meski dana tersebut belum 
dapat mencukupi semua kebutuhan desa yang ada ........... " (wawancara tanggal 14 
April 2013 ). 

Sedangkan Kepala Desa Natai Raya juga memberikan pernyataan yang pada intinya 

senada dengan pernyataan di atas, yaitu : 

"saya senang dengan adanya ADD karena kebutuhan rutin desa dapat terbantu, coba 
bayangkan jika tidak ada ADD kami susah mendapatkan dana desa untuk rutin lebih-
lebih untuk pembangunan ............. " ( wawancara tanggal 17 April 2013 ). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat diketahui bahwa salah satu tujuan ADD, yaitu meningkatnya penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada dasarnya telah dapat dicapai. 
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2). Kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan 

pengendalian pembangunan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Nomor 4 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) telah diberikan pedoman bahwa agar bantuan 

ADD dapat dilaksanakan tepat waktu, perlu disusun langkah-langkah perencanaan, yaitu : 

a). Kepala Desa setelah mendapatkan sosialisasi ADD segera mengadakan musyawarah 

bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, Perangkat Desa, pengurus LPMD, 

pengurus TP.PKK, RT dan RW untuk membahas rencana penggunaan ADD. 

b). Rencana penggunaan ADD dituangkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan 

(APB DESA) serta disahkan oleh Camat.Namun demikian terdapat fenomena yang 

menarik yang ditemui oleh peneliti karena terdapat perbedaan pendapat antara 

informan satu dengan yang lainnya, seperti tercermin dari hasil wawancara dengan 

Camat sebagai berikut : 

"semua Desa telah menyusun APB DESA karena hal itu menjadipersyaratan 
dalam pencairan ADD dan telah kami sahkansesuai usulan Desa ......... " 
(wawancara tanggal 14 April2013). 

Pendapat di atas menunjukkan bahwa desa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan 

telah menyusun APB DESA guna memenuhi administrasi pencairan ADD. Namun ada 

pemyataan yang menarik yang disampaikan oleh Ketua BPD Desa Natai Raya, berikut 

penuturannya : 

" BPD dan lembaga desa lainnya dalam musyawarah penggunaan ADD lebih banyak 
sebagai pendengar karena lebih banyak disusun oleh Kepala 
Desa ........... "(wawancaratanggal20 April2013). 

Sedangkan salah satu anggota LPMD Desa Natai Raya menyatakan : 

" dulu memang pemah diikut sertakan dalam musyawarah desa penggunaan ADD, 
namun sekarang ini seingat saya tidak pemah lagi, tabu-tabu sudah ada pelaksanaa 
ADD .............. "(wawancara tanggal5 Maret 2013). 

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya sebagai berikut : 
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"pemerintah desa mampu untuk menyusun APB DESA dan SPJ, meskipun terdapat 
beberapa desa yang terlambat dalam penyampaiannya ........... " (wawancara tanggal 17 
April 2013). 

Sedangkan dalam proses pelaksanaannya Lembaga-lembaga Desa juga tidak 

dilibatkan. Seharusnya LPMD mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan 

pembangunan yang bersifat fisik. Namun dalam pelaksanaan kegiatan fisik ADD, LPMD 

tidak pernah dilibatkan. Hal tersebut sesuai dengan penuturan anggota LPMD Desa Natai 

Rayasebagaiberikut: 

"kami selaku anggota LPMD tidak pemah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD karena 
semua ditangani o1eh Kades dan Perangkat Desa, kami hanya melaksanakan kegiatan 
sesuai pos yang diterima LPMD, yaitu untuk operasional LPMD ......... "(wawancara 
tanggal 5 Maret 2013 ). 

Sedangkan salah satu anggota LPMD desa Pasir Panjang menyatakan : 

" LPMD itu tidak jelas tugasnya karena sejak dibentuk paling-paling kami hanya 
diundang rapat oleh pak Kepala Desa, tidak pemah menjadi pelaksana pembangunan, 
paling banter diajak ketjabakti dalam pembangunan ............ "( wawancara tanggal 
30April 2013 ). 

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan yang 

memberikan penjelasan: 

" Kepala Desa adalah Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang bertanggung 
jawab sepenuhnya atas pencapaian target, sasaran dan manfaat kegiatan sehingga 
Kepala Desalah yang sering kali menjadi pelaksana kegiatan ............ "(wawancara 
tanggal 14 April 20 13). 

Pendapat senada lainnya juga Kepala Desa Natai Raya, seperti berikut ini : 

" saya adalah penanggung jawab utama jika ADD gagal, oleh karena itu dari pada 
dilaksanakan oleh orang lain yang tidak jelas tanggung jawabnya, maka lebih baik 
kami laksanakan hers am a dengan Perangkat say a ........... " ( wawancara tang gal 17 
April 2013). 

Lebih memprihatinkan lagi adalah terkait dcngan peran lembaga desa dalam 

pengendalian kegiatan pembangunan, sebagaimana penuturan anggota LPMD Desa Natai 

Raya berikut ini : 

" kami tidak tabu apa LPMD memiliki kewenangan untuk bisa mengendalikan 
pembangunan desa ........... "( wawancara tanggal 5 Maret 2013 ). 
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Sedangkan Kctua BPD desa Natai Raya, menyatakan bahwa : 

" bagaimana BPD bisa mengendalikan pembangunan yang dibiayai ADD jika APB 
DESA saja BPD tidak memiliki .............. "(wawancara tanggal20 April2013 ). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat diketahui bahwa Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan 

secara optimal dikarenakan tidak terlalu banyak dilibatkan dalam proses perencanaan 

penggunaan ADD bahkan terdapatdesa yang tanpa melalui proses perencanaan sebagaimana 

pedoman yang ada, tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan ADD dan juga tidak pemah 

dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaan ADD. 

3). Partisipasi Swadaya Gotong Royong Masyarakat. 

Pergeseran nilai dan budaya saat ini telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. 

Budaya gotong royong yang dimasa lalu merupakan kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan 

untuk kegiatan pembangunan di Desa sekarang sudah jarang dilaksanakan. Apalagi ditengah 

aktivitas masyarakat yang dituntut oleh pekerjaan serta kesibukan lainnya. Disisi lain, 

masyarakat beranggapan bahwa kerja menghasilkan uang, sedang gotong royong tidak 

demikian. 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga mengalami penurunan. Hal ini bisa 

kita saksikan antara lain dari kekurang peduliannya masyarakat dengan kondisi 

Jingkungannya sendiri. Misalnya, jalan berlobang di depan rumahnya sendiri tidak ada upaya 

untuk berusaha menimbunnya, dan masih banyak contoh yang lain. 

Demikian pula rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ADD, yaitu hanya 

9,41 % dibandingkan dengan dana yang diterima diwilayah Arut Selatan diakui oleh Camat 

Arut Selatan, berikut penuturannya : 

" kita mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan ADD rendah karena 
kondisi perekonomian masyarakat yang kurang mendukung ........... " (wawancara 
tanggal 14 April2013). 
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Pendapat yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya, 

sebagai berikut : 

"kita akui bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan ADD rendah, tapi saya 
tidak tahu kenapa ketika masyarakat di~jak berpartisipasi da1am kegiatan ADD susah 
padahal untuk kegiatan lain mereka sangat mendukung .............. " (wawancara tanggal 
17 April2013). 

Namun demikian JUga ada pendapat informan yang berbeda, terutama yang 

disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Panjang, berikut penuturannya : 

" di desa kami partisipasi masyarakat cukup bagus meskipun tidak dalam bentuk 
uang, namun diwujudkan dalam bentuk tenaga dan material, itu terbukti ketika kami 
membangun Aula (Gedung Pertemuan) dengan dana ADD hanya tiga ratus lima 
puluh juta namun bisa terwujud Aula senilai hampir lima ratus juta rupiah jika itu 
diproyekkan .............. "(wawancara tanggal 30 April 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat diketahui bahwa partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan 

ADD menurun. 

Dengan hasil penelitian terhadap tiga fenomena pencapaian tujuan kebijakan ADD di 

atas, yaitu adanya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan, Lembaga-Lembaga Desa tidak mengalami peningkatan kemampuan secara 

optimal dalarn perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pernbangunan serta partisipasi 

swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan ADD menurun, maka dapat 

disimpulkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan ADD belum berjalan secara optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden terhadap fenomena implementasi 

kebijakan, yaitu proses implementasi kebijakanADD dan pencapaian tujuan kebijakan ADD 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan ADD telah diimplemantasikan sesuai dengan ketentuan 

yangada, namun demikian implernentasinya belum dapat mcncapai tujuan kebijakan secara 

optimal. 

C.2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pemanfaatan Alokasi Dana Dc"a. 
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Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan Alokasi Dana Desa dapat 

disampaikan pada basil penelitian sebagai berikut: 

C.2.a. Komunikasi 

Komunikasi merupakan proses teijadinya interaksi penyampaian pesan melalui 

mediator. Pengaruh faktor komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan danisi 

pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh olehpenerima pesan atau program. Dalam 

faktor komunikasi ini,akan dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan 

terkait dengan proses implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa. 

1 ). Intensitas Sosialiasi Kebijakan ADD 

Berkaitan dengan ada tidaknya sosialisasi antara aktor kebijakan dengan pelaku 

kebijakan diperoleh keterangan yang berbeda dari informan, yaitu adanya pendapat bahwa 

telah ada sosialisasi mengenai kebijakan ADD dan pendapat yang menyatakan tidak pemah 

ada sosialisasi mengenai ADD. 

Pemyataan dari Camat Arut Selatan berkaitan dengan sosialisasi ADD menyatakan 

bahwa: 

" Sosialisasi ADD telah dilaksanakan oleh Tim Kabupaten Kotawaringin Barat dan diikuti 

oleh Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD,dan Bendahara desa ........... "(wawancara tanggal 14 

April 2013). 

Keterangan tersebut diperkuat oleh Kepala DesaNatai Raya bahwa: 

"pihak Kabupaten telah memeberikan sosialisasi kepada kita tentang dana ADD yang 
akan diterima dan juga petunjuk teknis penggunaannya .............. "(wawancaratanggal 
17 April2013). 

Namun demikian terdapat pemyataan yang berbeda dari Kepala Urusan Pembangunan 

Desa Natai Raya, sebagai berikut: 

" Kula mboten saged matur kathah babagan ADD amargikulo dereng nate nderek 
sosialiasasi Ian sak ngertos kulopak Kepala Desa nggih dereng nate sosialisasi kaleh 
Perangkat saneshe napa malih masyarakat, paling-paling kumpulan mbahas ADD 
kangge napa .................... " (wawancara tanggal 12 Maret 2013). 
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Pernyataan yang senada dengan Kepala Urusan Pembangunan Desa Natai Raya juga 

disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya, berikut pernyataannya: 

" kita memang tidak melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan 
program ADD ini, karena saya berfikir perwakilan masyarakat sudah kita ajak rembug 
bersama untuk menentukan penggunaanADD ........... " (wawancara tanggal 17 April 
2013). 

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat diketahui bahwa kurang adanya intensitas sosialisasi kebijakan ADD karena sosialisasi 

hanya dilakukan oleh Tim Kabupaten kepadaCamat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, 

KepalaDesa, BPD, LPMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari 

Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada. 

2). Kejelasan Komunikasi 

Mengenai kejelasan pesan yang disampaikan olehpara komunikator atau penyampai 

pesan, berikut akan dijelaskan oleh Sekretaris Desa Natai Raya, yaitu: 

" Masalah penggunaan dana ADD, kami sebagai Sekretaris Desa tidak mengalami 
berbagai kesulitan, namun pada tataran adrninistrasi pertanggungjawaban k.euangan, 
terns terang kami masih mengalami kebingungan ........... " ( wawancara tang gal 12 
Maret 2013). 

Sedangkan Ketua BPD Desa Natai Raya menyatakan : 

"menurut saya sudahjelas semua mas ............... "(wawancara tanggal 15 Maret 2013). 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya berikut ini 

pernyataannya : 

" Apanya lagi yang tidak jelas, semua sudah ada dalam juknis, kalau lupa tinggal baca 
ya tho pak ? ................ (wawancara tanggal17 April2013). 

Sedangkan Kepala Desa Pasir Panjang juga memberikan pernyataan yang senada 

sebagai berikut : 

" Sudah hampir lima tahun kita menerima ADD sehingga menurut saya sudah hafal 
danjelas .............. "(wawancara tanggal30 April2013). 

65 

16/42125.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



Pernyataan para informan di atas juga senada dengan pernyatan Camat Arut Selatan 

yaitu: 

" Sudah ... sudah jelas semuanya dan setelah sosialisasi tidak ada yang tanya sama 
kami sehingga bisa disimpulkan sudah jelas semua ........... " (wawancaratanggal 14 
April2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat diketahui bahwa terdapat adanya kejelasan pesan dari para pelaksana kebijakan ADD. 

3). Konsistensi Pesan 

Sementara itu ketika ditanyakan tentang konsistensi penyampaian pesan, Kepala Desa 

Kenambui memberikan pernyataan berikut : 

" Kami merasa tidak ada yang tumpang tindih penjelasan Tim Kabupaten dengan 
ketentuan yang ada .......... " (wawancara tanggall2 Maret 2013). 

Sedangkan Kepala Desa Pasir Panjang menyatakan : 

"Ketentuan penggunaan dana dalam pelaksanaan ADD sudah kami patuhi semua, hal 
itu dikarenakan sosialiasi sangat jelas dan juga sesuai penjelasan bapak 
Camat.. .......... " ( wawancara tanggal 30 April2013). 

Demikian juga Kepala Desa Natai Raya juga memberikan pernyataan yang senada 

sebagai berikut : 

" Saya telah melaksanakan musyawarah desa, menyusun APB Desa bersama dengan 
BPD, cari swadaya masyarakat, libatkan lembaga Desa, buat SPJ dan hasilnya dapat 
dilihat apa tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, itu semua kami lakukan atas 
petunjuk dari Kabupaten dan Kecamatan ................... "(wawancara tanggal 17 April 
2013). 

Ketika pernyataan dari para informan mengenai konsisitensi informasi ini 

disampaikan kepada Camat Arut Selatan, beliau membenarkan pernyataan para informan, 

berikut pernyataannya : 

" memang tidak ada perbedaan informasi dan perintah mengenai ADD semua 
disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan yang ada ............... "(bapak H. Rody 
Iskandar, S.Sos, M.Si). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa telah ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling 

bertentangan. 

Dari hasil penelitian fenomena komunikasi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Intensitas sosialiasi kebijakan ADD masih kurang karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh 

Tingkat Kabupaten yang ditujukankepada kepada Camat, Kepala Desa, BPD, LPMD, dan 

Bendahara Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga 

masyarakat lainnya tidak ada. Adapun kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa 

ketentuan dalam petunjuk teknis ADD telah jelas diterima oleh para pe1aksana. Demikian 

juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan 

antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain. 

C.2.b. Somber Daya 

Dalam hal sumber daya pendukung kebijakan ADD, para informan mempunym 

tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, 

baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini 

disajikan dalam hasil penelitian berikut ini : 

1 ). Kemampuan Sumberdaya Man usia. 

Terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Camat Arut Selatan menyatakan: 

" memang pendidikan dari para pelaksana ADD sangat mempengaruhi kualitas 
pelaksanaan ADD. Ketika mereka kita ajak untuk tepat waktu, tepat mutu dan tepat 
administrasi mereka lambat untuk mengikuti, maklum saja pendidikan mereka 
sebagian besar SLTP ........... "(wawancara tanggal14 April2013). 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Natai Raya, sebagai berikut : 

" kita akui dengan pendidikan yang hanya SL TP saya kesulitan dalam penyusunan 
APB DESA dan SPJ yang baik meskipun demikian dengan kemampuan dan hasil 
seadanya kami mampu selesaikan ............ "(wawancara tanggal 17 April 2013). 

Demikian juga Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan menyampaikan : 
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" Para pelaksana ADD belum sesuai dengan standar kompetensi, karena mereka rata-
rata berpendidikan hanya SL TP, mereka hanya menang dalam pengalaman .......... " 
(wawancara tanggal14 April2013). 

Namun demikian ketika para informan ditanya yangterkait dengan kemampuan untuk 

mendorong masyarakat agar mau berpartisipasi dalam kegiatan ADD, mereka memberikan 

pernyataan yang senada. Adapun pernyataan kepala Desa Pasir Panjang sebagai berikut: 

" saya adalah Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga 
masyarakat saya sangat mematuhi apa yang saya sampaikan tennasuk kaitannya 
dengan ADD ......... " (wawancara tanggal30 April 2013). 

Sedangkan ketua BPD desa Pasir Panjang memberikan pernyataan yang mendukung 

pernyataan dari Kepala DesaPasir Panjang sebagai berikut : 

" Pak Kepala Desa memang pinter ngajak masyarakat untuk gotong royong, karena 
dia mau turun langsung dan tidak susah untuk belikan rokok. ......... ( wawancara 
tanggal 30April 2013) 

Camat Arut Selatan juga memberikan pernyataan yang senada, berikut pernyataannya 

" pendidikan para pelaksana ADD memang rendah, tapi peran Kepala Desa dalam 
mengajak partisipasi masyarakat sangat tinggi, meskipun kondisi masyarakat Arut 
Selatan tidak memungkinkan swadaya melalui uang tapi gotong royong masyarakat 
masih tinggi, sekali lagi dibutuhkan kemampuan Kepala Desa untuk menggerakan 
masyarakat.. ....... " (wawancara tanggal 14April 2013). 

Sedangkan pemyataan yang senada dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan, 

adalah sebagai berikut : 

" masyarakat Arut Selatan masih manut dengan Kepala Desa ......... " ( wawancara 
tanggal14 April2013). 

Sedangkan terkait dengan kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukan 

identifikasi dan penyelesaian masalah, para informan memberikan pemyataan yang berbeda. 

Berikut ini pemyataan dari Kepala Desa Kenambui: 

" kami tabu persis masalah dalam pelaksanaan ADD, yaitu jumlah aspirasi 
masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah dana yang diterima dan yang kami 
lakukan adalah dengan menyusun skala prioritas, yah ... yang penting dulu yang kami 
dahulukan ............. "(wawancara tanggal 12 Maret 2013). 
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Sedangkan Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan memberikan pemyataan 

sebagai berikut : 

" Kecamatan sering memfasilitasi permasalahan pelaksanaan ADD karena Kepala 
Desa dan Perangkatnya kurang mampu untuk menyelesaikan dengan 
cepat.. ........... ".(wawancara tanggal 14 April2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat diketahui bahwa kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan ADD 

dibidang pendidikan memang rendah, sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk 

menidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat, namun demikian mereka 

mempunyai kemampuan untuk mendorong masyarakat. 

2). Fasilitas Pendukung Kebijakan ADD. 

Berkaitan dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan ADD, pada prinsipnya 

para informan menyadari bahwa permasalahan utama pelaksanaan ADD adalah kurang 

adanya dukungan dana dari pendapatan desa lainnya, sebagaimana pemyataan Camat Arut 

Selatan berikut ini : 

" Desa-desa di wilayah Arut Selatan tidak dapat mengandalkan pendapatan dari 
kekayaan desa karena potensi desa belum tergali secara optimal.. ............ " (wawancara 
tanggal 14 April2013). 

Dernikian juga Kepala Desa Natai Raya menyatakan : 

"Apa yang bisa diberikan desa untuk mendukung pelaksanaan ADD, lha pendapatan 
aja masih minim ............. " ( wawancara tanggal 17 April 2013). 

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Kenambui sebagai berikut : 

"tidak ada mas pos dalam APB Des untuk mendukung ADD ............ " (wawancara 
tanggal12 Maret 2013). 

Sedangkan dukungan sarana dan prasarana lainnya da]am pelaksanaan ADD menurut 

Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut Selatan adalah sebagaimana pemyataan berikut ini : 

" menurut saya gedung kantor desa, sepeda motor dinas, peralatan kantor dan 
ATK cukup mendukung pelaksanaan ADD agar menjadi lancar ............. "(wawancara 
tanggal 14 April2013). 
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Adapun Kepala Desa Natai Raya memberikan pemyataan sebagai berikut : 

"Ada kok dukungan sarana dan prasarana terhadap ADD, contohnya kendaraan dinas 
yang saya pakai saat ini sangat membantu kami untuk wira-wiri ngurus ADD ........... " 
( wawancara tanggal 17 April 2013 ). 

Sementara itu Kepala Desa Pasir Panjang memberikan pemyataan kepada peneliti 

mengenai dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan ADD, sebagai berikut pemyataannya : 

" dalam pelaksanaan ADD, masyarakat turut memberikan dukungan berupa tenaga 
dan material, ada yang berupa nasi, jajanan, rokok, bahkan ada yangn yumbang pasir 
dan batu ............ " (wawancara tanggal30 April2013). 

Sedangkan Ketua LPMD desa Pasir Panjang memberikan pemyataan sebagai berikut : 

" dukungan masyarakat cukup tinggi terbukti ketika membangun Aula (gedung serba 
guna) dengan dana ADD, masyarakat ikut menyumbang meskipun sebagian besar 
berupa tenaga, namun ada juga yang nyumbang material.. ......... "(wawancara tanggal 
30 April2013). 

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa fasilitas pendukung kebijakan ADD berupa anggaran dari 

pendapatan desa lainnya tidak ada, namun demikian basil penelitian menunjukkan adanya 

dukungan sarana dan prasarana berupa gedung, sepeda motor, meja, kursi dan A TK. 

Demikian juga masyarakat turut memberikan dukungan pelaksanaan ADD melalui 

tenaga dan material. 

Dari basil penelitian fenomena sumber daya di atas,maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap tingkat kemampuan pelaksana 

tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan 

mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Namun hal ini 

tidak mempengaruhi pelaksanaan ADD karena mereka mempunyai kemampuan untuk 

menggerakkan masyarakat. Sedangkan basil penelitian terhadap fasilitas pendukung 

terungkap bahwa dukungan anggaran dari pendapatan desa lainnya tidak ada, namun 

demikian basil penelitian menunjukkan adanya dukungan sarana dan prasarana berupa 
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gedung, sepeda motor, meja, kursi dan A TK. Demikian juga masyarakat turut memberikan 

dukungan pelaksanaan ADD melalui tenaga dan material. 

C.2.c. Sikap Pelaksana 

Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu 

terdapat sikap pelaksana pelaksanaan ADD. Lebih lanjut tentang sikap pelaksana ini 

disampaikan oleh para informan sebagai berikut: 

1 ). Persepsi Pelaksana 

Terkait dengan persepsi pelaksana terhadap kebijakan ADD disampaikan oleh Kepala 

Desa N atai Raya sebagai berikut : 

" Saya berharap ADD tahun-tahun berikutnya akan lebih meningkat lagi karena bagi 
kami dana tersebut sangat berguna ........... "(wawancara tanggal 17 April2013). 

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Panjang sebagai berikut 

pemyataannya : 

"Penting sekali mas ...... karena sangat dibutuhkan bagi desa kami .......... " (wawancara 
tanggal 30 April 2013). 

Demikianjuga Sekdes Kenambui memberikan pemyataan yang senada sebagai berikut: 

" Persepsi kami jelas baik tho mas, karena demi kemajuan desa ...... " (wawancara 
tanggal 12 Maret 2013). 

Pemyataan senada lainnya juga disampaikan oleh Camat Arut Selatan selaku sebagai 

berikut: 

" Saya yakin semua Kepala Desa di wilayah Arut Selatan akan memiliki persepsi 
yang sama terhadap kebijakan ADD,yaitu mendukung sepenuhnya bahkan berharap 
dananya akan semakin ditingkatkan ............. "( wawancara tanggal14 April 2013 ). 

Sedangkan Kasi Pembangunan Kecamatan Arut Selatan menyatakan : 

" benar mas para kades dan masyarakat akan terns berharap bahwa Pemerintah 
Kabupaten akan terns membuat kebijakan pemberian ADD kepada desa-
desa .......... "(wawancara tanggal 14 April2013). 
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Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas dapat 

disimpulkan bahwa para pelaksana kebijakan ADD mempunyai persepsi yang sangat 

mendukung dan mengharapkan dana ADD terus digulirkan bahkan ditingkatkan. 

2). Respon Pelaksana 

Hasil penelitian terhadap respon pelaksana, para informan memberikan pemyataan 

yang berbeda. Adapun pemyataan Ketua BPD desa Pasir Panjang bahwa adanya respon 

pelaksana terhadap kebijakan ADD sebagai berikut : 

" Pak Kepala Desa sangat respon terhadap ADD, buktinya mampu memanfaatkan 
dana ADD yang cukup besar untuk membangun aula (gedung serba guna) yang tadi 
sudah saya ceritakan proses pembangunannya .......... ( wawancara tanggal 30April 
2013). 

Sedangkan Ketua BPD Desa Natai Raya memberikan pemyataan sebagai berikut : 

" setelah menerima dana ADD pak Kepala Desa terus segera melaksanakan 
kegiatannya ............... " ( wawancaratanggal15 Maret 2013). 

Adapun Kepala Desa Pasir Panjang juga mempunyai pemyataan yang senada sebagai 

berikut: 

" Sebelum pencairan ADD tahap ke dua kami sudah sanggup menyelesaikan kegiatan 
sampai seratus persen ................. " (wawancara tanggal30 April2013). 

Sedangkan pemyataan informan yang menyatakan kurangnya respon pelaksana 

terhadap kebijakan ADD, sebagaimana pemyataan Ketua BPD Natai Raya berikut ini: 

"Pak Kepala Desa itu menurut pengamatan saya kurang respon terhadap ADD karena 
sering terlambat dalam ngurusi pelaksanaan ADD .............. "( wawancara tanggal 20 
April 2013). 

Pemyataan yang senada juga disampaikan oleh Kades Natai Raya sebagai berikut : 

" ADD kan sudah tiap tahun jadi ya begitulah, tiap tahun hampir selalu terlambat 
proses pencairannya. Sampai saat ini ADD tahun 20 I 3 bel urn ada pencairannya 
........... " (wawancara tanggal20 April 2013) 

Demikian juga Ketua BPD Kenambui memberikan pemyataan yang senada, berikut 

pemyataannya : 
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" Memang proses pencairannya sering molor mas, kadang sudah beijalan triwulan 2, 
bahkan setengah tahun beijalan barn ada pencairan ............ " (wawancara tanggal 15 
Maret 2013). 

Ketika pemyataan informan yang berbeda tersebut diatas dikonfirmasikan dengan 

pemyataan Camat Arut Selatan didapat penjelasan yang sama, berikut pemyataannya: 

"Yah begitulah mas ada yang respon terhadap ADD karena itu segera melaksanakan 
kegiatan yang ada, namun ya ada yang kurang respon, buktinya untukmelengkapi 
persyaratan pencairan ADD saja susahnya bukan main ........... " (wawancara tanggal 14 
April 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan 

ADD, karena menganggap dana ADD sudah menjadi rutinitas setiap tahun. 

3). Tindakan Pelaksana 

Meskipun ada pelaksana kebijakan ADD yang kurang respon, namun demikian semua 

informan menyatakan bahwa pelaksana ADD telah membuat kegiatan dan langkah-langkah, 

sebagaimana pemyataan Kades Pasir Panjang berikut : 

" dana ADD kami manfaatkan yang empat puluh persen untuk operasional 
Pemerintahan Desa sedangkan enampuluh persen untuk pemberdayaan masyarakat, 
antara lain untuk mbangun gorong-gorong dan Aula (gedung serba 
guna) .......... "(wawancara tanggal 30 April2013). 

Sedangkan Kades Natai Raya menyatakan : 

" Kegiatan dan langkah-langkah kami sudah tertera dalam APB DESA. .......... " 
(wawancara tangga117 Apri12013). 

Demikian juga Sekdes Kenambui memberikan pemyataan yang senada, sebagai 

berikut: 

" Ada banyak mas, antara lain pemah untuk membangun balai desa, perbaikan jalan, 
parit dan gorong-gorong serta untuk menunjang kebutuhan rutin desa ........... " 
(wawancara tanggal 12 Maret 2013). 

Camat Arut Selatan juga memberikan pemyataan yangsenada, berikut pemyataannya : 

" kalau bicara kegiatan semua desa telah membuat kegiatan dan 
melaksanakannya ......... " (wawancara tanggal14 April2013). 
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Demikian juga ada pemyataan yang senada dari Kasi Pemerintahan Kecamatan Arut 

Selatan sebagai berikut : 

" semua punya kegiatan baik untuk operasional Pemerintahan Desa maupun untuk 
pemberdayaan masyarakat.. ....... " (wawancara tanggal 14 April 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah 

berupa kegiatan penyusunan APB DESA, serta membuat kegiatan untuk menunjang 

operasional Pemerintahan Desa danjuga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa 

pembangunan balai desa, perbaikan jalan dan gorong-gorong serta jembatan. 

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena sikap pelaksana di atas, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

Hasil penelitian terungkap bahwa para pelaksana memiliki sikap yang baik terhadap 

kebijakan ADD dan sangat mendukung serta mengharapkan dana ADD terus digulirkan 

bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua 

pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan ADD, karena menganggap dana ADD 

sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Namun demikian hasil penelitian juga memperoleh 

kesimpulan bahwa para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah berupa 

kegiatan penyusunan APB DESA, serta membuat kegiatan untuk menunjang operasional 

Pemerintahan Desa dan juga kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan 

balai desa, jalan dan gorong-gorong I parit serta jembatan. 

C.2.d. Struktur Organisasi Pelaksana 

Dalam hal struktur organisasi pelaksana kebijakan organisasi, para informan 

mempunyai tanggapan yang senada, yaitu telah adanya struktur organisasi pelaksana 

kebijakan ADD. 
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Meskipun demikian perlu adanya pembagian tugas yang jelas daripara pelaksana 

ADD. Lebih lanjut basil penelitian tentang struktur organisasi pelaksana kebijakan ADD ini 

disampaikan oleh para informan sebagai berikut : 

1 ). Pembentukan Struktur Organisasi 

Hasil penelitian penulis terhadap pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD 

sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Pasir Panjang berikut ini : 

" sudah ada struktur organisasi dalam pelaksanaan ADD dan hal itu diatur dalam 
juknis Bupati ........... "(wawancara tanggal 30 April 2013). 

Sedangkan Kepala Desa Natai Raya memberikan pernyataan sebagai berikut: 

" ada strukturnya , saya selaku PJOK, Sekdes adalah PJAK dan ada 
Bendaharanya ............... " (wawancaratanggal 17 April2013). 

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Camat Arut Selatan sebagai berikut : 

" Sesuai dengan petunjuk teknis sudah terdapat Tim Pelaksana ADD ditingkat 
desa ............. "(wawancaratanggal14 April2013). 

Pernyataan lain yang senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan 

Arut Selatan sebagai berikut : 

" semua desa telah membentuk organisasi pelaksanakegiatan ADD bahkan ada honor 
untuk mereka .......... "(wawancara tanggal 14 April2013). 

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD telah dilakukan 

sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati. 

2). Pembagian Tugas 

Hasil penelitian terhadap pembagian tugas dalam organisasi pelaksana para informan 

memberikan pernyataan yang senada. Adapun pernyataan Ketua LPMD desaNatai Raya 

sebagai berikut : 

" dalam juknis Bupati seharusnya pelaksanaan ADD ditangani oleh Lembaga 
Kemasyarakatan, namun kenyataannya LPMD tidak pernah 
dilibatkan .......... (wawancara tangga115 Maret 2013). 
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Sekretaris Desa Natai Raya memberikan pernyataan yang senada, sebagai berikut 

pernyataannya : 

" menurut saya tidak ada pembagian tugas yang jelas, sehingga sepertinya pak Kepala 
Desa saja yang menangani semua, saya hanya kebagian pembuatan SPJ 
nya ............... "( wawancara tanggal 12 Maret 2013). 

Adapun Sekretaris Desa Natai Ray a juga memberikan pernyataan yang senada, yaitu : 

" Saya tidak tabu apa-apa tentang tugas Sekdes dalam pelaksanaan ADD, yang 
penting dapat honor ................. "(wawancara tanggal 17 April 2013). 

Berdasarkan basil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pelaksana ADD belum melakukan pembagian tugas, sehingga 

LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan tugas dan kewenangannya dalam 

pelaksanaan ADD. 

3). Koordinasi Para Pelaksana kebijakan 

Hasil penelitian penulis terhadap koordinasi para pelaksana kebijakan ADD 

disampaikan dalam pernyataan Sekretaris Desa Natai Raya, sebagaimana pernyataan berikut: 

" Pak Kepala Desa itu sukanya beketja sendiri sehingga sayatidak tabu apa yang mesti 
saya ketjakan dalam pelaksanaan ADD .............. "( wawancara tanggal 17 Juni 2013). 

Sedangkan Sekretaris Desa Kenambui memberikan pernyataan terkait koordinasi 

pelaksana ADD sebagai berikut: 

"Pak Kepala Desa memang menugaskan saya untuk menyelesaikan SPJ pelaksanaan 
ADD, tapi saya tidak bisa menyelesaikan karena dananya dipakai apa saja tidak 
pernah diberitabukan saya ............ " (wawancaratanggal 12 Maret 2013). 

Adapun Ketua BPD Kenambui memberikan pernyataan yang hampir senada, berikut 

pernyataannya: 

" saya perhatikan mereka tidak berkoordinasi karena pak Kepa1a Desa bilang ADD 
boleh untuk bangun balai desa selama tiga tahun berturut-turut, tapi Pak Sekdes 
bilangnya tidak boleh ............ " ( wawancara tanggal 15Maret 2013 ). 

Ketika pernyataan informan yang berbeda tersebut dikaitkan dengan pernyataan 

Camat Arut Selatan didapat penjelasan yang sama, berikut pernyataannya : 
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" sebenarnya dalam juknis ADD telah diatur pembagian tugas diantara para pelaksana 
ADD, namun persoalan koordinasi sering tidak jalan. Hal ini sering disebabkan 
kurang saling percaya ........... " (wawancara tanggal 14April2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana 

ADD salah satu penyebab dikarenakan adanya ketidakpercayaan diantara mereka. 

Berdasarkan pada hasil penelitian fenomena struktur organisasi pelaksana di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa telahada pembentukan struktur organisasi pelaksana ADD 

sesuai dengan petunjuk teknis ADD yang dikeluarkan oleh Bupati. 

Namun demikian hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana ADD 

belum melakukan pembagian tugas, sehingga LPMD dan Sekretaris Desa tidak mengerti akan 

tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan ADD. Demikian juga hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana ADD 

salah satu penyebab dikarenakan. adanya kekurangpercayaan diantara mereka. 

C.2.e. Liogkuogan 

Hasil penelitian terhadap fenomena lingkungan pelaksana kebijakan organisasi, para 

informan mempunyai tanggapan yang berbeda sebagai berikut : 

1 ). Kapasitas Lingkungan 

Kapasitas lingkungan yang penulis lakukan penelitian adalah terkait dengan 

kemampuan BPD danlembaga kemasyarakatan desa dalam mempengaruhi kebijakanADD. 

Berkaitan dengan hal tersebut di atas berikut inidisampaikan pemyataan Camat Arut Selatan 

sebagai berikut : 

" Dalam pelaksanaan ADD, BPD memiliki peran untuk mengawasi sedangkan 
Lembaga Kemasyarakatan Desa seperti LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga lainnya 
membantu Kades selaku PJOK dalam pelaksanaan ADD ............... " (wawancara 
tanggall4 April2013). 

Pernyataan Camat Arut Selatan di atas mendapat dukungan dari informan Jain yaitu 

Ketua BPD Pasir Panjang yang memberikan pemyataan senada sebagai berikut: 
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" Untuk kesuksesan pelaksanaan ADD, BPD diberi kewenangan untuk mengawasi 
................. " (wawancara tanggal 30 April 2013). 

Demikian juga salah satu anggota LPMD Natai Raya juga menyatakan sebagai 

berikut: 

"Kami selaku anggota LPMD dalam Juklak Bupati mempunyai tugas membantu Pak 
Kepala Desa dalam pelaksanaan ADD .............. "(wawancara tanggal 15 Juli2008). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, 

yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD sedangkan lembaga kemasyarakatan akan 

membantu KepalaDesa dalam melaksanakan kegiatan ADD. 

2). Kestabilan Perat• 

Hasil penelitian terhadap kestabilan peran BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa 

dalam mendukung kebijakan ADD, Camat Arut Selatan menyatakan sebagai berikut : 

" BPD telah ikut mendukung kebijakan ADD denganikut mengawasi pelaksanaan 
ADD namun LPMD belum menjalankan tugasnya membantu Kepala Desa dalam 
pelaksanaan ADD yang bersifat fisik ......... " (wawancara tanggal 14 April2013). 

Ketika pemyataan bapak Camat Arut Selatan di atas disampaikan kepada informan 

yang lain terdapat pemyataan yang senada. Adapun pemyataan Kades Natai Raya adalah 

sebagai berikut : 

" BPD ditempat kami telah melaksanakan tugasnya guna mengawasi pelaksanaan 
ADD dan bahkan sering persoalan ADD ditanyakan dalam penyampaian 
LKPJ ............. "(wawancara tanggal 17 April2013). 

Sedangkan Ketua BPD Pasir Panjang menyatakan sebagai berikut : 

" Saya beserta dengan anggota BPD yang lain telah memberikan dukungan terhadap 
kebijakan ADD dengan memberikan persetujuan APBDesa guna mempercepat 
pencairan ADD .......... " (wawancara tanggal 30 Juni 2013). 

Pemyataan senada juga disampaikan oleh Kasi Pembangunan Kecamatan Arut 

Selatan sebagai berikut : 

" setahu saya BPD telah melaksanakan tugasnya dalam keberhasilan pelaksanaan 
ADD, namun LPMD yang masih belum berperan dalam membantu pelaksanaan 
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ADD, paling-paling hanya dilibatkan dalam musyawarah dalam menyusun rencana 
pemanfaatan dana ADD ............ " (wawancara tanggal 14 April2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan 

pengawasan terhadap pelaksanaan ADD, namun LembagaKemasyarakatan Desa lainnya 

belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan ADD. 

3). Kompleksitas Lingkungan 

Ketika para informan ditanya yang terkait dengan kompleksitas lingkungan yaitu 

seberapa banyak campur tangan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terhadap 

pelaksanaan kebijakan ADD, para informan memberikan pemyataan yang senada. Adapun 

pemyataan Ketua LPMD desa Natai Raya sebagai berikut : 

"LPMD tidak pemah dilibatkan .......... "( wawancara tanggal 15 Maret 2013). 

Sekretaris Desa Natai Raya memberikan pemyataan sebagai berikut: 

"ADD berbeda dengan kegiatan PNPM yang jelas-jelas melibatkan masyarakat, kalau 
ADD masyarakat sepertinya tidak mau tahu dalam pelaksanaannya tapi jika hasilnya 
jelek masyarakat akan menyoroti .............. "( wawancara tanggal 12 Maret 2013). 

Sedangkan Kepala Desa Natai Raya memberikan pemyataan yang senada, 

sebagaimana pemyataan berikut ini : 

" Campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan ADD kurang, paling yang muncul 
adalah partisipasi dan swadaya masyarakat.. ............... " (wawancara tanggal 17 April 
2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa tidak terlalu banyak campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan 

kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbangkan tenaga dalam gotong royong 

dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya Lembaga 

Kemasyarakatan dalam pelaksanaan ADD. 

Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian fenomena lingkungan pelaksana di atas, 

maka terungkap bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, 
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yaitu kewenangan berupa pengawasan oleh BPD dan peran Iembaga kemasyarakatan dalam 

membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan ADD. Demikian juga terungkap 

bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan ADD, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa Iainnya belum terlalu berperan 

dalam mendukung kebijakan ADD. Sedangkan terkait dengan kompleksitas lingkungan hasil 

penelitian terungkap bahwa tidak terlalu banyak campur tangan masyarakat dalam 

pelaksanaan kebijakan ADD, namun masyarakat telah ikut menyumbangkan tenaga dalam 

gotong royong dan swadaya masyarakat. Demikian juga masih kurang campur tangannya 

Lembaga Kemasyarakatan dalam pelaksanaan ADD. 

C.2.f. Ukuran dan Tujuan Kebijakan . 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2007 

tentang Alokru;i Dana Desa (ADD)telah diatur penggunaan ADD, yaitu: 

a. Sebesar 40 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan 

untuk Biaya Operasional Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Desa. 

b. Sebesar 60 % dari besarnya ADD yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan 

untuk membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

Terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan seperti petunjuk Teknis ADD di atas, 

para informan mempunyai tanggapan yang berbeda. Namun pada prinsipnya telah terdapat 

kesesuaian program dengan kebijaksanaan ADD serta adanya ketepatan sasaran apabila 

dibandingkan dengan rencana ADD yang telah ditentukan, sebagaimana hasil penelitian 

berikut ini : 

1 ). Kesesuaian Program 

Berkaitan dengan kesesuaian program dengan kebijaksanaan ADD, disampaikan 

pemyataan Camat Arut Selatan sebagai berikut : 
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"Pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati mengenai ADD, antara lain 
empat puluh persen untuk operasional Pemerintahan Desa dan enam puluh persen 
untuk pemberdayaan masyarakat demikian juga desa telah merancang kegiatannya 
dalam APB Desa sudah sesuai yang ditentukan dalam Juknis .............. " (wawancara 
tanggal 14 April 2013). 

Pemyalaan Carnal Arul Sdalan di ala!) mendapal dukungan dari Kepala Desa Pa!)ir 

Panjang yang mempunyai pemyataan senada sebagai berikut: 

"menurut saya sudah sesuai mas, karena desa kami telah memanfaatkan dana ADD 
untuk pembangunan jalan, jembatan dan rehab balai desa. Hal tersebut sepertinya 
tidak bertentangan dengan Juknis Bupati ................. "(wawancara tanggal 30 April 
2013). 

Sedangkan Kepala Desa Natai Raya juga memberikan pemyataan yang senada 

sebagai berikut : 

"Memang bagi desa kami tidak semua kebijakan ADD kami laksanakan tetapi kami 
sesuaikan dengan kebutuhan, yang penting tidak bertentangan dengan kebijakan yang 
ada .............. "(wawancara tanggall7 Juni 2013). 

Demikian juga pemyataan dari Kepala Desa Kenambui memberikan dukungan atas 

pemyataan informan di atas, berikut pemyataannya : 

" Mudah-mudahan tidak ada yang berbcda dengan kebijakan bapak Bupati mengenai 
ADD sebab Pak Camat selalu memantau dan memberi pengarahan atas APB DESA 
yang kami susun, selama ini juga tidak ada teguran yang terkait dengan program yang 
sudah kan1i susun ............... " (wawancara tanggal 12 Maret 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan ADD telah ada kesesuaian dengan kebijakan Bupati 

mengenai ADD. Namun demikian tidak semua kebijakan ADD tclah dijabarkan dalam 

bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Arut Selatan, karena disesuaikan 

dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. 

2). Ketepatan Sasaran. 

Hasil penelitian terhadap ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana 

ADD, Camat Arut Selatan memberikan pemyataan sebagai berikut: 
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"Memang tidak semua desa bisa tepat sasaran sesuai dengan APB DESA, namun ada 
juga bahkan yang melebihi dari rencana yang ada ......... " (wawancara tanggal 14 Juni 
2013). 

Ketika pernyataan bapak Camat Arut Selatan di atas disampaikan kepada informan 

yang lain terdapat pernyataan yang senada. Adapun pemyataan Kepala Desa Natai Raya 

adalah sebagai berikut : 

" Untuk kegiatan yang sifatnya pembangunan fisik kami sudah punya RAB dan 
gambar sehingga pelaksanaannya menyesuaikan dengan rencana yang ada 
............. "(wawancara tanggal 17 April 2013). 

Adapun pemyataan dari Ketua BPD Pasir Panjang adalah sebagai berikut : 

" Ditempat kami pelaksanaan kegiatan bahkan melebihi yang sudah direncanakan 
karena adanya dukungan masyarakat.. ........ " (wawancara tanggal 30 April2013). 

Sedangkan pemyataan yang senada lainnya sebagaimana disampaikan oleh Kepala 

Desa Kenambui, berikut pemyataannya : 

" Pelaksanaan ADD ditempat kami memang pernah ada yang tidak tepat sasaran 
terutama saat pembuatan parit sepanjang jalan karena jalannya cukup 
panjang ............ "(wawancara tanggal 12 Maret 2013). 

Demikian juga ketika pemyataan Camat Arut Selatan dan informan di atas dipadukan 

dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat dari wilayah Kecamatan Arut Selatan 

terdapat beberapa temuan yang menunjukkan bahwa terdapat pelaksanaan ADD yang tidak 

sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Salah satu contoh adalah LHP Inspektorat 

Nomor 21/LHP/ 2011 tentang hasil pemeriksaan di desa Kenambui, terdapat temuan bahwa 

pembangunan I pembuatan parit yang dibiayai ADD tidak sesuai dengan RAB yang ada. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan para informan di atas 

dapat disimpulkan ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, hasil 

penelitian terungkap bahwa tidak semua desa bisa tepat sasaran bahkan ada yang tidak dapat 

menyelesaikan kegiatan yang sudah direncanakan , namun ada juga desa yang melaksanakan 

kegiatan melebihi dari rencana yang ada. 
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Selanjutnya berdasarkan pada hasil penelitian fenomena ukuran dan tujuan kebijakan 

di atas, maka terungkap bahwa Pelaksanaan ADD telah sesuai dengan kebijakan Bupati 

mengenai ADD. Namun demikian tidak semua kebijakan ADD telah dijabarkan dalam 

bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Arut Selatan, karena disesuaikan 

dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa. Sedangkan ketepatan sasaran 

apabila dibandingkan dengan rencana ADD, hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua 

desa bisa tepat sasaran bahkan adayang tidak dapat menyelesaikan kegiatan yang sudah 

direncanakan, namun ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang 

ada. 

D. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada sub bab ini, penulis akan membahas implementasi ADD dalam hubungannya 

dengan faktor-faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur 

birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Pertama pembahasan implementasi 

dari aspek compliance, yaitu sejauhmana pelaksanaan kebijakan ini telah mencapai 

tujuannya, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan 

partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Kedua pembahasan implementasi dalam 

hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, kemampuan 

sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan 

kebijakan. 

D.l. Implementasi Kebijakan ADD. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, maka dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan ADD ini telah terpenuhi, yaitu semua desa dapat melaksanakan kebijakan ADD 
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dengan cukup baik. Namun apabila dikaitkan dengan pemyataan Van Metter dan Van Hom ( 

dalam Winamo, 2002 : 1 02) yang membatasi implementasi publik sebagai tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun 

swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan­

keputusan kebijakan sebelumnya, maka apakah implementasi kebijakan ADD telah mencapai 

tujuan? Dapat dikatakan bahwa tujuan ADD belum tercapai sepenuhnya. Hal ini dapat dilihat 

dari pencapaian tujuan ADD. Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan, pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal. 

Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan Desa-desa di wilayah Kecamatan Arut 

Selatan adalah desa yang dikategorikan sangat rendah Pendapatan Asli Desa (P AD)nya 

sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraan 

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 

Berdasarkan data yang penulis temukan di wilayah Kecamatan Arut Selatan , yaitu 

Pendapatan asli desa hanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa sebesar Rp. 

176.109.000,- atau 9, 41 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut 

Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi sebesar Rp.1.870.315.000,­

atau 69,18 %, maka ADD sangat menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan. 

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaian tujuan ini belum berjalan secara 

optimal, karena lembaga kemasyarakatan hanya dilibatkan dalam penyusunan rencana 

kegiatan sedangkan dalam pelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. 

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan 

ini juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan mengenai proses 

kegiatan pembangunan yang dibiayai dari ADD terlihat bahwa hanya Rp.l76.1 09.000,- dari 
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Total anggaran Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan yang sebesar Rp. 

1.870.315.000,- atau hanya sebesar 9,41 % saja adanya partisipasi dan swadaya masyarakat. 

Belum optimalnya pencapaian tujuan ini dikarenakan karena kondisi perekonomian 

masyarakat yang kurang mendukung. Namun demikian masyarakat masih berpartisipasi, 

swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material. 

D. 2. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat lmplementasi Program Alokasi Dana 

Desa di Kecamatan Arut Selatan 

D.2.1. Faaktor Komunikasi 

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya 

adalah komunikasi. Menurut GeorgeEdward III ( 1980) dalam faktor komunikasi terdapat 3 

(tiga) hal yang perlu diperhatikan, yaitu transmisi, clearity, consistency. Dari hasil penelitian 

dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong 

dan penghambat. 

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah : 

a. adanya sosialissasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten. 

b. Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan beijalan lancar. 

c. Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat 

perintah yang bertentangan. 

Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai kebijakan ADD belum memadai, sehingga pemahaman masyarakat 

mengenai ADD kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat 

dalam pelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan. 

D. 2.2. Faktor somber daya 
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Peran penting sumber daya dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan oleh 

Hessel (2003:55) sebagai berikut : 

" Komando implementasi mungkin ditransmisikan secara akurat, jelas, dan konsisten, 
namun jika para implementor kekurangan sumber daya yang perlu untuk menjalankan 
kebijakan, implementasi adalah mungkin menjadi tidak efektif" 

Sesuai dengan pemyataan di atas Islamy (1998:34) juga mengatakan bahwa 

pentingnya kesiapan agen pelaksana atau sumber daya dalam melaksanakan suatu kebijakan 

tidak bisa terlepas dari sumberdaya yang memadai bahwa para pelaksana harus disuplai 

dengan resources yang cukup, seperti human resources (staf dalam jurnlah dan kualiflkasi 

yang memadai dengan hak dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan dan tanggung 

jawabnya),financial resources, technolo-gical resources, maupun psychological resources. 

Dari hasil penelitian dalam hubungan sumber dayadengan pelaksanaan ADD, terdapat 

beberapa faktor pendorong danpenghambat. 

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah : 

a. adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongankepada masyarakat agar 

berpartisipasi dalam kegiatan ADD,meskipun hanya berupa tenaga dan material. 

b. Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalarnmelakukan identiflkasi dan 

menyelesaikan masalah dalampelaksanaan ADD. 

c. kelengkapan saranalprasarana desa dalam mendukung kebijakanADD. 

d. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupatenaga dan material. 

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya iniadalah rendahnya pendidikan 

para pelaksana ADD, sehinggapemahaman pelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak 

adanyadukungan pendapatan desa yang memadai, sehingga menimbulkankurangnya 

dukungan flnansial dalam pelaksanaan kebijakan. 
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D. 2.3. Faktor sikap pelaksana 

Peran penting sikap pelaksana dalam implementasi suatu kebijakan disampaikan juga 

oleh Hessel (2003:90) sebagai berikut: 

" Jika para implementor memperhatikan terhadap suatu kebijakan khusus, maka 
dimungkinkan bagi implementor untuk melakukan sebagaimana yang dimaksudkan 
para pembuat keputusan. Namun ketika sikap atau perspektif implementor ini berbeda 
dari para pembuat keputusan, proses mengimplementasikan sebuah kebijakan menjadi 
secara pasti lebih sulit " 

Pendapat Hessel di atas menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana kebijakan 

memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, namun ketika para implementor 

tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, akan mengarah untuk tidak melakukan. Dalam 

kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan ADD, basil penelitian terhadap sikap pelaksana 

terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. 

Beberapa faktor pendorong tersebut adalah : 

a. Adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD. 

b. Adanya tindakan dan langkah-langkah nyata dari pelaksanaADD, berupa penyusunan APB 

DESA dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan 

masyarakat. 

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksanan adalah kurang responnya para 

pelaksana ADD yang menggangap kebijakan ADD adalah sebuah kebijakan rutin belaka. 

D. 2.4. Faktor struktur birokrasi 

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organtsastyang dimaksudkan untuk 

mengerahkan tenaga dengan teratur danterus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Dengan lain perkataan, birokrasi adalah organisasi yang bersifat hierarkhis, yang ditetapkan 

secara rasional untuk mengkoordinir pekeijaan orang-orang untuk kepentingan pelaksanaan 

87 

16/42125.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



tugas-tugas administratif (Lewis A. Coser dan Bernard Rosenberg, dalam Soekanto, 

1982:293). 

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seharusnya struktur birokrasi yang 

ada turut menduk:ung dan berusaha semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan di dalam kebijakan yang ada, karena kebijakan yang baik dan bagus dalam 

tataran konsep belum tentu berhasil dan bermanfaat sesuai tujuan apabila diimplementasikan 

tanpa duk:ungan semua aktor dan dapat mengakibatkan kegagalan hila tidak 

memeperhatikan semua faktor yang berpengaruh terhadap implemntasi sebuah kebijakan. 

Dari hasil penelitian dalam hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan ADD, 

terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. 

Faktor pendorong tersebut adalah sudah terbentuknya struk:tur organisasi berupa Tim 

Pelaksana ADD disemua desa, yaitu Kepala Desa selaku Penanggung jawab Operasional 

Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), 

Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga 

Kemasyarakatan di Desa. 

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah belum adanya 

pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD dan kurangnya koordinasi Tim pelaksana 

ADD. 

D. 2.5. Faktor Lingkungan 

Lingkungan diartikan sebagai semua faktor yang beradadiluar organisasi, atau semua 

yang berada diluar batas organisasi.Lingkungan ini mencakup lingkungan umum (general 

environment)yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung, atau kurangbegitu 

dirasakan secara langsung seperti kondisi politik, ekonomi,sosial, budaya, dan huk:um dan 

lingkungan khusus (spesificenvironment) yang memiliki pengaruh yang terasa secara 
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langsungseperti pelanggan, pemasok, pesamg, pemerintah, serikat pekeija,asosiasi 

perdagangan, dan kelompok penekan. (Robbins, dalamKeban, 2004: 163). 

Pengaruh lingkungan lebih lanjut disampaikan oleh IanMitroff (Keban 2004 : 170) 

yang menyatakan bahwa suatuorganisasi adalah suatu sistem sosial yang antara lain 

merupakan (1)kumpulan stakeholders internal dan ekstemal; (2) setiapstakeholders bersifat 

khas, berbeda satu dengan lain; (3) yangmemiliki network antara satu dengan yang lain; (4) 

perubahanstrategi akan menggeser hubungan antar stakeholders; (5) hubunganantara setiap 

stakeholders dapat bersifat komando, persuasif, tawar menawar, negosiasi, sharing atau 

debat, dsb; dan (6) kondisi suatu organisasi terakhir merupakan gambaran dari hubungan 

terakhir dengan stakeholders. 

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD, terdapat 

beberapa faktor pendorong dan penghambat. 

F aktor pendorong terse but adalah : 

a. adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desadalam ikut mendukung 

kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD oleh BPD serta 

peranlembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD. 

b. sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaanADD. 

c. Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya 

masyarakat. 

Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya 

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD, bahkan Lembaga 

Kemasyarakatan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan ADD. 

D.2.6. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
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Stan dar dan tujuan kebijakan menurut Van Metter dan Van Hom ( Winarno 2002 : 112 

) adalah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang program yang dimaksud. 

Sasaran yang ingin dicapai adalah jumlah perubahan yang terjadi dan sejauh mana konsensus 

tujuan antara pemeran-pemeran dalam proses implementasi. Lebih lanjut Van Metter dan Van 

Hom menjelaskan bahwa proses implementasi dipengaruhi oleh sifat kebijaksanaan yang 

akan dilaksanakan. Sifat kebijaksanaan ini mengarah pada jumlah masing-masing perubahan 

yang dihasilkan dan jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan diantara pihak­

pihak yang terlibat dalam proses implementasi. 

Demikian juga Mazmanian dan Saba tier (Subarsono 2001: 1 02), menyatakan bahwa 

standar dan tujuan kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas 

dengan urutan kepentingannya memainkan peranan yang amat penting sebagai alat bantu 

dalam mengevaluasi program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan 

sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. 

Dari hasil penelitian dalam hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan 

pelaksanaan ADD, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. 

Faktor pendorong tersebut adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan ADD dengan 

kebijakan Bupati mengenai ADDmeskipun tidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam 

bentuk program oleh desa-desa diwilayah Kecamatan Arut Selatan, karena disesuaikan 

dengan kebutuhan dan skala prioritas masing-masingdesa. 

Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini kurangnya 

ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat 

menyelesaikankegiatan yang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada jugadesa yang 

melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada. 
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A. KESIMPULAN 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telahdiuraikan pada bah 

sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarikkesimpulan sebagai berikut : 

1. lmplementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Arut SelatanKabupaten 

Kotawaringin Barat beijalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat daritahap persiapan 

berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan(APB DESA), penyelesaian setiap 

kegiatan sampai dengan tahap penyusunanpertanggungjawaban. Namun demikian 

pencapaian tujuan Alokasi DanaDesa belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian 

tujuan AlokasiDana Desa (ADD), yaitu meningkatnya penyelenggaraan 

pemeritahan,pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan 

lembagakemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan danpengendalian 

pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasiswadaya gotong royong 

masyarakat. 

Pertama peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan, 

pencapaian tujuan ini telah terlaksana secara optimal.Pencapaian tujuan ini menjadi 

optimal dikarenakan Desa-desa di wilayahKecamatan Arut Selatan adalah desa yang 

dikategorikan minim Pendapatan Asli Desa (PADes) nya sehingga sangatmembutuhkan 

bantuan dana guna peningkatan penyelenggaraanpemerintahan, pembangunan dan 

kemasyarakatan. Berdasarkan data yangpenulis temukan di wilayah Kecamatan Arut 

Selatan , yaitu Pendapatan asli desahanya memberikan kontribusi pada pendapatan desa 

sebesar Rp.176.1 09.000,- a tau 6,51 %. Sedangkan Alokasi Dana Desa di 

wilayahKecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan kontribusi 
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sebesarRp. 1.870.315.000,- atau 69,18 %, maka ADD sangat menunjangpeningkatan 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dankemasyarakatan. 

Kedua peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalamperencanaan, 

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Pencapaiantujuan ini belum berjalan 

secara optimal, karena lembaga kemasyarakatanhanya dilibatkan dalam penyusunan 

rencana kegiatan sedangkan dalampelaksanaan dan pengendalian tidak dilibatkan. 

Ketiga peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.Pencapaian tujuan ini 

juga belum optimal. Berdasarkan data yang penulisperoleh dilapangan mengenai proses 

kegiatan pembangunan yang dibiayaidari ADD terlihat bahwa hanya Rp. 288.523.000,­

dari Total anggaranAlokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan yang sebesar 

Rp.945.056.000,- atau hanya sebesar 30,53 % saja adanya partisipasi danswadaya 

masyarakat. Belum optimalnya pencapaian tujuan inidikarenakan karena kondisi 

perekonomian masyarakat yang kurangmendukung. Namun demikian masyarakat masih 

berpartisipasi, swadayadan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material. 

2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa(ADD) di Kecamatan 

Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah komunikasi,kemampuan sumber 

daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkunganserta ukuran dan tujuan kebijakan. 

a. Faktor Komunikasi 

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaanAlokasi Dana 

Desa di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalamfaktor komunikasi 

yaitu: 

I) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten. 

2) Pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksanakebijakan berjalan lancar. 

3) Terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakanartinya tidak terdapat 

perintah yang bertentangan. 
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Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi iniadalah sosialisasi kepada 

masyarakat mengenai kebijakan ADD belumada, sehingga pemahaman masyarakat 

mengenai ADD kurang, hal iniakan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi 

masyarakat dalampelaksanaan ADD maupun dalam pengawasan kegiatan. 

b. Faktor Sumber Daya 

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaanAlokasi Dana Desa 

di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalamfaktor sumber daya 

yaitu: 

1 ). adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongankepada masyarakat agar 

berpartisipasi dalam kegiatan ADD,meskipun hanya berupa tenaga dan material. 

2). Adanya kemampuan pelaksana kebijakan ADD dalam melakukanidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan ADD. 

3). kelengkapan sarana/prasarana desa dalam mendukung kebijakanADD. 

4). Terdapat dukungan masyarakat terhadap kebijakan ADD berupatenaga dan material. 

Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalahrendahnya pendidikan para 

pelaksana ADD, sehingga pemahamanpelaksana mengenai ADD kurang, serta tidak 

adanya dukunganpendapatan desa yang memadai aturan, sehingga 

menimbulkankurangnya dukungan finansial dalam pelaksanaan kebijakan. 

c. Faktor Sikap Pelaksana 

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaanAlokasi Dana Desa 

di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalamfaktor sikap pelaksana 

yaitu: 

a. adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan ADD. 
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b. Adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksanaADD, berupa 

penyusunan APB DESA dan pelaksanaan kegiatanoperasional Pemerintahan Desa dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Sedangkan faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurangresponnya para 

pelaksana ADD yang menggangap kebijakan ADDadalah sebuah kebijakan rutin belaka. 

c. Faktor Struktur Organisasi 

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaanAlokasi Dana Desa 

di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalamfaktor struktur 

organisasi yaitu sudah terbentuknya Tim PelaksanaADD disemua desa, yaitu Kepala 

Desa selaku Penanggung jawabOperasional Kegiatan (PJOK), sekretaris Desa selaku 

Penanggungjawab Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuanganselaku 

Bendahara Desa dan dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan diDesa. 

Sedangkan faktor penghambat dalam struktur organisasi ini adalahbelum adanya 

pembagian tugas diantara Tim pelaksana ADD,kurangnya koordinasi Tim pelaksana 

ADD. 

d. Faktor Lingkungan 

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaanAlokasi Dana Desa 

di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalamfaktor lingkungan yaitu 

1) adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalamikut mendukung 

kebijakan ADD berupa kewenangan pengawasanatas pelaksanaan ADD oleh BPD serta 

peran lembagaKemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan ADD. 

2) sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan ADD. 

3) Adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royongdan swadaya 

masyarakat. 
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Sedangkan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belumberperannya Lembaga 

Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantupelaksanaan ADD, bahkan Lembaga 

Kemasyarakatan masib kurangturut cam pur tangan dalam pelaksanaan ADD. 

e. Faktor Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaanAlokasi Dana Desa 

di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dalamfaktor ukuran dan 

tujuan kebijakan yaitu adanya kesesuaian antarapelaksanaan ADD dengan kebijakan 

Bupati mengenai ADD meskipuntidak semua kebijakan ADD dijabarkan dalam bentuk 

program olebdesa-desa di wilayah Kecamatan Arut Selatan, karena disesuaikan 

dengankebutuhan dan skala prioritas masing-masing desa.Sedangkan faktor penghambat 

dalam ukuran dan tujuan kebijakan iniadalah kurangnya ketepatan sasaran apabila 

dibandingkan denganrencana ADD, bahkan ada yang tidak dapat menyelesaikan 

kegiatanyang sudah direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yangmelaksanakan 

kegiatan melebihi dari rencana yang ada. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan dari basil penelitian yang telahdikemukakan di atas, maka 

dapat diberikan saran-saran yang nantinyadibarapkan dapat memperbaiki ataupun 

menyempurnakan pelaksanaanADD di Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin 

Barat masa datang. Saran-sarandimaksud adalah : 

1. Sosialisasi terbadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakatluas sebingga setelah 

memahami kebijakan ADD, masyarakat jugaakan lebib mudah untuk diajak 

berpartisipasi dalam pelaksanaanADD, ikut melestarikan basil pelaksanaan ADD serta 

ikut mengawasijalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada. 

2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melaluipendidikan dan 

latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaankeuangan desa. Sedangkan untuk 
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mempercepat pembuatan SPJ danlaporan pelaksanaan ADD serta mengurang1 

kesalahan dalampembuatan dokumen, perlu dibangunnya sistem aplikasi 

komputeryang memungkinkan akurasi dan kecepatan data. 

3. Kegiatan ADD yang berbentuk pemberdayaan masyarakatdilaksanakan oleh 

kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas). Hal inidiharapkan akan memberikan 

kesadaran pada masyarakat bahwa ADDbukanlah untuk kepentingan Pemerintah Desa 

namun untukkepentingan masyarakat. 

4. Perlu adanya pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas danfungsi dari 

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)khususnya dalam pelaksanaan 

ADD, sehingga LPMD tidak diartikansebagai "second line" yaitu jika dibutuhkan 

akan dipakai, namunjika tidak dibutuhkan hanya akan dipakai sebagai " 

lembagakonspirasi " untuk menJaga kepentingan politik Kepala Desa 

danperangkatnya, khususnya dalam menyusun rencana pemanfaatanADD. 

5. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusunperencanaan pembangunan 

desa sebagai satu kesatuan dalam sistemperencanaan pembangunan daerah kabupaten. 

Dengan adanyaperencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan 

sistemperencanaan Kabupaten diharapkan semua program yang disusun 

dandilaksanakan dapat tepat sasaran. 

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulisberharap kebijakan ADD tidak 

menjadi kebijakan yang politis untukmendongkrak popularitas Pemerintah, namun 

diharapkan merupakankebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan 

pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankankepentingan 

umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan tertentusaja. 

Harapan penulis dan semua pihak, kebijakan ADD akanberdampak dan menjadikan 

desa sebagai garda depan dari sistemPemerintahan Republik Indonesia serta menjadi cermin 

96 

16/42125.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



atas sejauh manapenyelenggaraan pemerintahan kita. Majunya dan kuatnya desa 

akanberdampak pada majunya dan kuatnya negara. 
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Lampiran 1 

INSTRUMEN PENELITIAN : 

Dalam melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di 

Kecamatan Arut Selatan [Studi Kasus Desa Pasir Panjang, Desa Natai Raya, dan Desa 

Kenambui Kecamatan Arut Selatan], penulis menggunakan tehnik wawancara mendalam [in 

depth interview]. Pedoman wawancara ini sebagai upaya untuk menggali segala aspek 

informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertanyaan yang 

diajukan akan berkembang sesuai dengan point-point yang telah disusun. 

1. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

a. Dasar pelaksanaan 

b. Perencanaan kegiatan. 

c. Struktur organisasi pelaksana kegiatan 

d. Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban 

2. Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan Alokasi Dana Desa 

a. Komunikasi 

b. Sumber daya. 

c. Sikap 

d. Struktur birokrasi. 

e. Lingkungan 

f. Ukuran dan tujuan kebijakan 
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Lampiran 2 

INSTRUMEN PENELITIAN : 

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN 

1. Rujukan Peraturan Pusat dan Juknis serta Juklak Pusat. 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

3. Dolumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa [APB Desa] 

4. Dokumen terkait program Alokasi Dana Desa. 

PEDOMAN OBSERV ASI 

1. Sarana dan prasarana kantor desa dan fasilitas sosial budaya yang ada di desa, 

2. Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa. 

3. Sikap aparatur I perangkat desa dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 

4. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 

5. Hasil-hasil kegiatan dan pembangunan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa. 
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